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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Undang-undang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (PKDRT)

a. Latar belakang lahirnya PKDRT

UU PKDRT lahir didasari beberapa alasan , yaitu:'®

1.

Keterbatasan KUHP:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dianggap belum cukup
untuk melindungi korban KDRT, terutama dalam kasus kekerasan psikis
dan seksual, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai
KDRT sebagai masalah privat.

Perlindungan Korban:

UU PKDRT memberikan perlindungan khusus bagi korban KDRT, yang
meliputi tindakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap
pelaku.

Harmonisasi Keluarga:

10 http://repository.uki.ac.id/11651/2/BABLpdf, diunduh terakhir tanggal 2 juni 2025.
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Tujuan UU ini juga mencakup pemeliharaan keutuhan rumah tangga yang
harmonis dan sejahtera, yang berarti upaya pencegahan dan penanganan
KDRT juga ditujukan untuk menciptakan keluarga yang lebih baik.

4. Data KDRT"

Data menunjukkan tingginya angka KDRT dan beragamnya bentuk
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang mendorong perlunya
aturan yang lebih spesifik dan komprehensif.

5. Kesetaraan Gender:

UU ini juga merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan kesetaraan
gender dan keadilan bagi perempuan dalam rumah tangga, mengingat
perempuan sering menjadi korban utama dalam kasus KDRT.

6. Dengan demikian, UU PKDRT hadir sebagai upaya komprehensif untuk
mengatasi masalah KDRT yang kompleks dan merugikan berbagai pihak,
terutama perempuan, serta untuk mewujudkan keluarga yang lebih
harmonis dan sejahtera.

b. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang

diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

! Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan 2020 Komnas
Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci, https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-
2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses pada Hari Senin,
Tanggal 4 juni 2025
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menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan
dalam rumah tangga.
c. Pengertian KDRT

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga secara ringkas,
adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman
pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau
sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan
atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang
dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap
Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan
secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan
pribadi (keluarga). Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas
perempuan dan peran reproduksi mereka.

Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan
bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu
tindakan nyatamaupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau
kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan

sebagai kejahatan bilamanaketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau
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belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual.
Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya.
Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang
mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap
isterinya

Menurut Handayani, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik
maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah
satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun
psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah
satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis
seseorang.

Sementara menurut Nurhadi dan Syahrir memandang bahwa kekerasan
adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik
adanya suatu pelecehan. Namun Johan Galburg memandang bahwa kekerasan
adalah suatu penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk
tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang
d. Korban

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

e. Lingkup Rumah Tangga
Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-undang ini adalah suami, isteri, dan

anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana




image7.jpeg
12

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang
yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang
bersangkutan
f . Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
g. Perlindungan Sementara

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
h. Perintah Perlindungan

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

untuk memberikan perlindungan kepada korban.'?

12 https://kbbi.web.id > perlindungan
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Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan

hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan

bahwa:

1.

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari
segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
undang Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah
perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga.

KUHP pasal 356 menjadi dasar hukum tindak kekerasan yang dilakukan

suami terhadap isteri dan merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Pasal

ini secara garis besar menyatakan “Barang siapa yang melakukan penganiayaan

terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana.”
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2.2 Tujuan dibentuk UU PKDRT

2.3 Kentuan Pidana dalam KDRT dan KUHP

Tujuan dari adanya UU PKDRT, meliputi : '3 :

. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

14

No

Isi Pasal

UU No.23/2004

KUHP

Melakukan
kekerasan fisik
dalam lingkup

rumah tangga

Pasal 44 ayat (1)
Pidana penjara
paling lama 5
(lima) tahun. Ayat
(2) Pidana Penjara
paling lama 10
(sepuluh) tahun.
Ayat (3) Pidana
penjara paling
lama 15 (lima

belas) tahun. Ayat

Pasal 351 ayat (1) Pidana
penjara paling lama 2 (dua)
tahun 8 (delapan) bulan.
Ayat (2) Pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (3) Pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 356 ke-1 Pidana

penjara ditambah 1/3

13 Pasal 4 UUPKRT
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(4) Pidana Penjara
paling lama 4

(empat) bulan

Melakukan
penelantaran

rumah tangga

Pasal 49, Pidana
penjara paling

lama 3 (tiga) tahun

Pasal 304, Pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun 8
(delapan bulan. Pasal 305,
Pidana penjara 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan

Melakukan

kekerasan seksual

Pasal 304, Pidana
penjara paling
lama 2 (dua) tahun
8 (delapan bulan.
Pasal 305, Pidana
penjara 5 (lima)
tahun 6 (enam)
bulan. 3.
Melakukan
kekerasan seksual

Pasal 46, Pidana

Pasal 294, Pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun. .
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penjara paling
lama 12 (dua
belas) tahun. Pasal
47, Pidana penjara
paling lama 15
(lima belas) tahun.
Pasal 48, Pidana
penjara paling
singkat 5 (lima)
tahun paling lama
20 (dua puluh)

tahun

2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana dan Undang-undang PKDRT

Pembagian delik dibagi menjadi dua yaitu kejahtan dan pelanggaran.
Menurut Sudarto'* untuk kedua jenis delik ada dua pendapat tentang kriteria untuk
membedakan kedua jenis tersebut yaitu:

A. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang

bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini didapati 2 (dua) jenis delik:

“Roni Wijayanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2016,
hlm.3. lihat juga Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
hal.7
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1. rechtsdelicten; ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau
tidak, jadi yang benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan
dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam
ini disebut kejahatan (Mala per se);

2. wedsdelicten, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu
tindak pidana, karena undang undang menyebutnya sebagai delik, jadi
karena ada undang undang mengancamnya dengan pidana misalnya:
memparkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik
semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat
diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena
tercantum dalam undang undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera
dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada
pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.
Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari
ukuran lain.

B. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang
bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang
dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.

Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik

dengan perumusan secara materiil), dapat diidentifikasikan sebegai berikut:
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b)
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Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan seperti tercantum di dalam umusan delik. Misalnya: dalam KUHP
Pasal 160 (penghasutan); Pasal 156 (dimuka umum menyatakan perasaan
kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan
rakyat Indonesia); Pasal 209 dan Pasal 210 (penyuapan); Pasal 242 (sumpah
palsu); Pasal 263 (pemalsuan surat); Pasal 362 (pencurian).

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada
akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat
yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak
hanya ada percobaan. Misalnya: dalam KUHP Pasal 187 (pembakaran);
Pasal 378 (penipuan); Pasal 338 (pembunuhan). Batas antara delik formil
dan delik materiil tidak tajam, misalnya: Pasal 362 KUHP (pencurian).
Mendasari dari pendapat Sudarto di atas dan jika dihubungkan dengan
tindak pidana KDRT yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dapat diidentifikasi tentang jenis
deliknya. Walaupun di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak
secara tegas menjelaskan kualifikasi delik tindak pidana KDRT. Kalau delik
tersebut  diidentifikasi dengan sifatnya yang dengan kualitatif
(rechtsdelicten atau wedsdelicten), maka tindak pidana KDRT yang termuat
dalam pasal-pasal tentang ketentuan pidana dapat dikualifikasikan sebagai

rechtsdelict yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas
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apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang undang atau
tidak. Sehingga lebih dekat kepada delik-delik kejahatan (mala per se).
Kalau delik tersebut diidentifikasi jenis delik maka tindak pidana KDRT
yang termuat dalam pasal pasal tentang ketentuan pidana dapat
dikategorikan dalam delik formil yaitu delik yang perumusannya
dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai
dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam perumusan.
Menurut Moeljatno 'Sperbuatan pidana dibagi atas dua jenis yang
didasarkan atas perbedaan prinsipil. Bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten
yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang
undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran
adalah wedsdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wed yang menentukan
demikian. Sebaliknya bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu
didasarkan atas berat atau ringannya pidana saja. Sebagai bukti lagi bahwa
garis antara rechtsdelicten dan wedsdelicten itu sangat sukar
menentukannya, adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-
undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu

dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak

15 Tbid, hal. 7
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ada maka perbuatan tidak dapat diadili.'® Selain dari pada sifat umum bahwa

ancaman pidana dari kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran

maka dapat dikatakan bahwa

1.

2.

pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;

jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan
atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh jaksa,
sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan
yang dolus dan culpa;

Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana
(Pasal 54 KUHP). Juga perbuantan pada pelanggaran tidak dipidana
(Pasal 60 KUHP);

Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada
kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 tahun dan 2 tahun;
dalam hal berbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda buat
pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih

mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).

Merujuk pada pendapat D. Simons,'” bahwa unsur-unsur tindak pidana

(strafbaar feit) adalah :

16 Ibid, hal.8
7 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana , Jakarta:, 2014), hal. 35
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1. perbuatan manusia (Positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);
2. diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. melawan hukum (onrechtmatig);
4. dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)
Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu bahwa
yang disebut sebagai unsur obyektif ialah: '3
1. perbuatan orang;
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
Pasal 281 KUHP sifat Openbaar atau di muka umum.
Sedangkan unsur subyektif ialah:
1. orang yang mampu bertanggung jawab;
2. adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan

atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

8 P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2013, hal. 193.
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Berdasarkan pendapat para sarjana diatas maka Unsur-unsur Tindak Pidana
dalam Undang-undang PKDRT adalah :
1. Perbuatan:

Adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara
aktif (misalnya, melakukan kekerasan fisik) atau secara pasif (misalnya,
menelantarkan keluarga.

2. Melawan Hukum:

Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan yang diatur dalam UU
PKDRT, yang berarti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kesalahan:

Pelaku harus memiliki kesalahan (mens rea), baik sengaja maupun lalai,
dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Akibat:

Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat hukum seperti luka, sakit,
penderitaan, atau kerugian bagi korban.

5. Ancaman Pidana:
UU PKDRT memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam

rumah tangga, termasuk pidana penjara dan denda

2.5 Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, jenis-jenis KDRT meliputi:'®

19 Lihat pasal 6,6, 8 dan 9 UUPKDRT
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a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat/ringan pada tubuh korban., Contoh tindakan:, memukul,
menendang, menampar, mencekik, menyiram dengan air panas dan Menyakiti
dengan benda tajam atau keras

Tujuannya bisa untuk menyakiti, menghukum, atau menakut-
nakutiMeliputi pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang
menyebabkan rasa sakit atau luka. Sanksi hukumya, kekerasan yang mengakibatkan
Luka berat dipidanan penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp30 juta.
Sementara untuk yang berakibat Luka ringan, pidana penjara maksimal 5 tahun
dan/atau denda Rp15 juta.

Pada dasarnya, pola kekerasan yang terjadi pada masing-masing provinsi
hampir sama, di mana kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling
banyak dialami oleh perempuan. Namun, pada provinsi DI Yogyakarta, Aceh, Bali,
Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau, justru jenis kekerasan psikis yang
paling banyak dialami oleh perempuan. Korban kekerasan sebagian besar
mengalami 1 jenis kekerasan, namun masih ada korban yang mengalami kekerasan
ganda, bahkan 3 jenis kekerasan sekaligus. Sebanyak 73% korban kekerasan
mengalami 1 jenis kekerasan, sementara 21% mengalami dua jenis kekerasan dan

5% lainnya mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan 1% korban mengalami lebih dari
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3 jenis kekerasan. Pada tahun 2020, 2°pelaku kekerasan terhadap perempuan
dicatatkan mencapai 7.530 orang dan lebih dari separuhnya merupakan suami dari
korban yaitu 4.564 orang. Sementara itu, 772 orang adalah berstatus sebagai
pacar/teman korban. Pelaku kekerasan terhadap perempuan kebanyakan adalah
lingkungan terdekatnya sendiri, yaitu suaminya. Posisi korban yang kebanyakan
adalah ibu rumah tangga semakin memperkuat kuasa suami .%!
b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah Perbuatan yang menyebabkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis
berat lainnya. Kekerasan Psikis meliputi hinaan, ancaman, teror, atau tindakan lain
yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan secara
psikologis. Ancaman pidana jenis kekerasan ini adalah penjara maksimal 3 tahun
dan/atau denda Rp. 9 juta.

Pada dasarnya, pola kekerasan yang terjadi pada masing-masing provinsi
hampir sama, di mana kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling

banyak dialami oleh perempuan.’> Namun, pada provinsi DI Yogyakarta, Aceh,

2°Eti Karini, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Kepastian
Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No.01, Juni 2023, hal.83.

*'Davina, Widianto. 2025. Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Putusan No 31/Pid.Sus/2021 PN Mna). Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025.
Halaman 445-456. Doi: https:/doi.org/10.25105/refor.v7i1.22133

22 Christianti, R., & Ratnawati Gultom, E. 2023. Penyimpangan Proses Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kategori Delik Biasa. UNES Law Review, 5(3),
1389-1399. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.457
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Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau, justru jenis kekerasan psikis
yang paling banyak dialami oleh perempuan. Korban kekerasan sebagian besar
mengalami 1 jenis kekerasan, namun masih ada korban yang mengalami kekerasan
ganda, bahkan 3 jenis kekerasan sekaligus. Sebanyak 73% korban kekerasan
mengalami 1 jenis kekerasan, sementara 21% mengalami dua jenis kekerasan dan
5% lainnya mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan 1% korban mengalami lebih dari
3 jenis kekerasan. Pada tahun 2020, pelaku kekerasan terhadap perempuan
dicatatkan mencapai 7.530 orang dan lebih dari separuhnya merupakan suami dari
korban yaitu 4.564 orang. Sementara itu, 772 orang adalah berstatus sebagai
pacar/teman korban. Pelaku kekerasan terhadap perempuan kebanyakan adalah
lingkungan terdekatnya sendiri, yaitu suaminya. Posisi korban yang kebanyakan
adalah ibu rumah tangga semakin memperkuat kuasa suami dalam keluarga
sehingga ia merasa boleh untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya.
c. Kekerasan Seksual®
Kekerasan Seksual adalah Setiap perbuatan yang berupa:
e Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan (termasuk pemerkosaan

dalam pernikahan

2Davina, Widianto. 2025. Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Putusan No 31/Pid.Sus/2021 PN Mna). Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025.
Halaman 445-456. Doi: https:/doi.org/10.25105/refor.v7i1.22133
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e Pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai.
e Pemaksaan hubungan seksual dengan pihak ketiga untuk tujuan tertentu.

Adapun contoh tindakannya :

e Memaksa berhubungan intim tanpa persetujuan
e Mengancam untuk hubungan seksual
e Mengeksploitasi pasangan secara seksual
Termasuk juga marital rape (pemerkosaan dalam pernikahan), yang
diakui sebagai bentuk kekerasan dalam hukum ini. Penjara maksimal 12 tahun
dan/atau denda Rp36 juta
d. Penelantaran Rumah Tangga®*

Penelantaran Rumah Tangga adalah tidak memberikan kebutuhan dasar
(makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kepada anggota keluarga yang
menjadi tanggungannya. Sanksi terhadap jenis kekerasan ini adalah penjara
maksimal 3 tahun dan/atau denda Rp. 15 juta.

Contoh tindakan:

o Tidak memberi nafkah lahir dan/atau batin
e Membiarkan pasangan atau anak tanpa makanan, tempat tinggal, atau
pakaian

e Tidak memberikan perawatan saat sakit

**Khairullah, et al. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. 12, no. 1, 2017,
pp- 146-157.
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Jenis kekerasan ini walaupun tidak berupa kekerasan fisik, dampaknya sama

beratnya terhadap kesejahteraan korban.

2.6 Hak Korban yang mengalami KDRT

Adapun hak korban yang mengalami KDRT meliputi :

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5. Pelayanan bimbingan rohani.

Secara konseptual hak-hak korban secara dapat dirinci sebagai berikut :
a) Hak Perlindungan:

Perlindungan dari ancaman kekerasan lanjutan: Korban berhak
mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum (kepolisian),
advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang berwenang. Ini bisa berupa
pengamanan pribadi, perintah perlindungan (restraining order), atau

penempatan di rumah aman (shelter).
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Perlindungan saksi: Jika korban juga menjadi saksi dalam kasus KDRT,

mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagai saksi.

b) Hak Pelayanan Kesehatan:

Pelayanan kesehatan segera: Korban berhak mendapatkan pertolongan
pertama, pemeriksaan medis, dan pengobatan yang diperlukan akibat
kekerasan yang dialaminya. Ini termasuk visum et repertum sebagai alat
bukti hukum.

Pelayanan psikologis/psikiatris: Korban berhak mendapatkan konseling,
terapi, atau dukungan psikologis lainnya untuk mengatasi trauma dan

dampak emosional dari KDRT.

c). Hak Pelayanan Hukum:

Pendampingan hukum: Korban berhak didampingi oleh penasihat hukum
(pengacara) selama proses hukum, mulai dari pelaporan hingga
persidangan.

Bantuan hukum gratis: Bagi korban yang tidak mampu secara finansial,
mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Informasi mengenai proses hukum: Korban berhak mendapatkan
informasi yang jelas dan transparan mengenai tahapan-tahapan proses

hukum yang sedang berjalan.

d). Hak Pemulihan:
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o Pemulihan fisik dan psikis: Selain pelayanan kesehatan, korban berhak
mendapatkan upaya pemulihan menyeluruh, termasuk rehabilitasi untuk
membantu mereka kembali berdaya.

e Pemulihan sosial: Korban berhak mendapatkan dukungan untuk
reintegrasi sosial dan pemulihan kualitas hidup.

e) Hak Mendapatkan Pelayanan dari Lembaga Perlindungan Terpadu:

e Korban berhak mendapatkan pelayanan terpadu dari unit-unit layanan yang
dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, seperti P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atau lembaga
serupa. Pelayanan ini mencakup pendampingan, konseling, rumah aman,
dan advokasi.

f) Hak Kerahasiaan Identitas:

e Identitas korban KDRT harus dilindungi dan dirahasiakan oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam penanganan kasus, terutama media, untuk menghindari

stigmatisasi dan trauma lebih lanjut.

f) Hak Kompensasi dan Restitusi (Jika Berlaku):
Dalam beberapa kasus, korban berhak mendapatkan kompensasi atau
restitusi (ganti rugi) dari pelaku atas kerugian yang diderita akibat KDRT. Khusus

untuk korban perempuan dasar hukum adanya pendampingan adalah :**

% Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,
Madza Media, Bojonegoro, 2021, hal. 233.
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Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan
“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan
bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.”

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan “Kepolisian wajib
memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk
mendapatkan pelayanan dan pendampingan.”

Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan “Saksi dan korban

berhak mendapat pendampingan.”
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